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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | Tahun Anggaran 2024
dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan
pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan untuk diemban oleh Kantor Wilayah DJP
Jawa Barat | selama tahun 2024, dan disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | mempunyai visi sebagaimana visi Direktorat
Jenderal Pajak yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-
389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pajak Tahun 2020 - 2024. Visi DJP adalah

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan

Berkeadilan”.

Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat | mengacu pada misi
Direktorat Jenderal Pajak, sehingga misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa

Barat | adalah

“1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi”.
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Untuk mengevaluasi beberapa tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program serta
kegiatan yang telah direalisasikan perlu dibuat dan disusun laporannya dalam bentuk
Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan bentuk formal pertanggungjawaban Kantor
Wilayah DJP Jawa Barat | dalam mengimplementasikan perencanaan strategis
dimaksud.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | ini diharapkan dapat
memberikan informasi lengkap dan gambaran yang jelas serta transparan bagi semua
pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah
budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Kepala Kantor Wilayah DJP
Jawa Barat |,

Kurniawan Nizar
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BAB |
PENDAHULUAN

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | yang berkedudukan di Bandung,
menerapkan sistem administrasi modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Wilayah
mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan,
evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam
wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah DJP
Jawa Barat | meliputi 2 (Dua) KPP Madya, 14 (Empat Belas) KPP Pratama dan 2
(Dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), 6 (Enam)
Pos Pelayanan. Kantor-kantor instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa
Barat | adalah:

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

© © N o 0o pr~ w NP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimabhi

[EEN
o

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta

[EEN
[EEN

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang

[EEN
N

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

[EEN
w

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

[EEN
N

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

[EEN
a1

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya

=
(o3}

. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut

=
\l

. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Banjar

=
oo

. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pelabuhan Ratu
Dibantu dengan 6 Pos Pelayanan, yaitu:

a. Pos Pelayanan KPP Sumedang;
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PENDAHULUAN  BAB|

Pos Pelayanan KPP Cimahi di Lembang;

Pos Pelayanan KPP Majalaya di Ciparay;

Pos Pelayanan KPP Sukabumi di Cibadak Sukabumi;
Pos Pelayanan KPP Tasikmalaya di Bantarkalong;

-~ 0o 2 o0 T

Pos Pelayanan KPP Ciamis di Pangandaran.

Diterapkannya modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Wilayah DJP
Jawa Barat |, diharapkan akan mencapai sasaran sebagai berikut:

o Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi,

« Tercapai tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi,

» Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Wilayah
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi,
bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di
bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Direktorat Jenderal Pajak;
b. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
c. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi
perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
d. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi
perpajakan;
e. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan
dan pemantauan pengenaan;
f. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan

dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
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g. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan
masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;

h. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan;

i. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding,
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan
gugatan;

j. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan,
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan
keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

k. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan,
dan pengembangan sumber daya manusia.

I. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;

m. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan

n. Pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur organisasi Kantor Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November
2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum

a. Subbagian Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal; dan

d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

a. Seksi Data dan Potensi;

b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan

C. Seksi Dukungan Teknis Komputer.

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;

b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan

c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan.

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |



PENDAHULUAN  BAB|

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;

b. Seksi Bimbingan Penagihan;

c. Seksi Intelijen; dan

d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan

c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan |;

b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan lI;

c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan lll; dan

d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan 1V;

Kelompok Jabatan Fungsional
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FUNGSIONAL KEPALA KANTOR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kanwil

Target Penerimaan Pajak Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | sebesar
Rp 36.765.561.910.556,- (Tiga Puluh Enam Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Lima
Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus
Lima Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 36.817.033.697.231,- (Tiga
Puluh Enam Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Enam
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan,
dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |



PENDAHULUAN BABI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a.

b
C
d.
e

—

—

'(3033

analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;

. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak

maupun masyarakat;

pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;

. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk

layanan perpajakan;

. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal
dan eksternal;

pemutakhiran basis data perpajakan;

. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

.penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan

. pelaksanaan administrasi kantor.

Sedangkan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai

struktur organisasi sebagai berikut:

a.

-~ o a 0o T

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;

. Seksi Pelayanan;

. Seksi Pengawasan |, 11, 111, IV, V, dan VI

Kelompok Jabatan Fungsional
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Kepala Kantor

[ [ |

Seksi Penjaminan Seksi Pemeriksaan,
- ' Seksi Pelayanan Penilaian, dan Seksi Pengawasan
Kualitas Data o
Penagihan

Gambar 2. Struktur organisasi KPP Madya

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Pratama
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi,
pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung
Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi
subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang
KPP;
pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
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L ©T o 5 3

-

penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan
perpajakan;

pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan
eksternal,

. pemutakhiran basis data perpajakan;

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal,
penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok,

yaitu KPP Pratama Kelompok | dan KPP Pratama Kelompok Il dimana struktur yang

membedakan adalah KPP Pratama Kelompok | mempunyai 6 (enam) Seksi

Pengawasan sedangkan KPP Pratama Kelompok Il mempunyai 5 (lima) Seksi

Pengawasan. Struktur organisasi KPP Pratama terdiri dari:

a.

-

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

c. Seksi Pelayanan;

d.

e. Seksi Pengawasan I-VI (untuk KPP Pratama Kelompok 1) Seksi Pegawasan |-V

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

(untuk KPP Pratama Kelompok II)
Kelompok Jabatan Fungsional
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Kepala Kantor

[ I 1

Gale Bemfaraimem Seksi Pemeriksaan,
° Seksi Pelayanan Penilaian, dan Seksi Pengawasan
Kualitas Data .
Penagihan

*) Pada KPP Pratama Kelompok | terdapat 6 Seksi Pengawasan dan KPP Pratama
Kelompok Il terdapat 5 Seksi Pengawasan

Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama

B. Mandat yang diberikan kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | sebagai lembaga pemerintah, tugas dan
fungsinya merupakan amanat (mandat) dari Direktorat Jenderal Pajak vyaitu
pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak melalui pelayanan prima,
bimbingan dan konsultasi, pengelolaan data, penagihan dan pemeriksaan dengan
melaksanakan sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh sumber daya

manusia yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi.

C. Peran Strategis Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |

Dalam melaksanakan amanat (mandat) tersebut, Kantor Wilayah DJP Jawa
Barat | melaksanakan peran strategis yaitu melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi
dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perpajakan yang ada dalam wilayah

wewenangnya.

D. Potensi dan Permasalahan

Mengingat penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar APBN, maka
pemerintah  perlu  meningkatkan kapasitas dan wewenang DJP  untuk
mempertahankan tugasnya dalam menghimpun pajak agar negara mampu membiayai

APBN secara mandiri.
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Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | dalam melaksanakan peran strategisnya
tentu juga terdapat permasalahan dan tantangan yang akan berimplikasi kepada
rencana strategisnya, vyaitu melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi,
pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan, serta pengendalian
pelaksanaan tugas di bidang perpajakan di lingkungan wilayah kerja yang menjadi
wewenangnya. Untuk itu Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | telah memetakan
potensi dan masalah yang ada agar tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa
Barat | tercapai dan berjalan seiring dengan nilai-nilai kementerian yang diinginkan,
yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)

1.1 SDM yang cukup banyak dan handal

Tersedianya sumber daya manusia dan didukung dengan adanya
penerapan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib
dilakukan dan hal - hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut
sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik
ini diawasi oleh Komite Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan.
Jumlah pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | adalah

sebanyak 1.765 orang dengan rincian sebagai berikut :
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KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

JUMLAH PEGAWAI UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN KANWIL DJP JAWA BARAT |

KPP PRATAMA GARUT

KPP PRATAMA SUMEDANG
KPP PRATAMA SUKABUMI
KPP PRATAMA SOREANG
KPP PRATAMA CIMAHI
KP2KP BANJAR

KPP MADYA DUA BANDUNG
KANWILDJP JAWA BARAT |

20

40

60

80 100

.

120 140 160

Tabel 1. Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | Tahun 2024

180

NAMA KANTOR  Esll | Eslll EsIV Pelaksana Fungsional | Total
1 | Kanwil DJP Jawa Barat | 1 6 21 89 42 159
2 KPP Madya Bandung 0 1 9 71 32 113
3 | KPP Madya Dua Bandung 0 1 10 60 33 104
4 | g Freama Bandung 0 1 9 72 18| 100
5 | Cloouming " 0 o| 10 64 25 99
6 | b PratamaBandung 0 1| 10 69 21| 101
7| eaiama Bandung 0 1| 10 76 26 113
8 KPP Pratama Ciamis 0 1 10 78 11 100
9 | KP2KP Banjar 0 0 1 3 0 4
10 | KPP Pratama Cianjur 0 1 10 71 13 95
11 | KPP Pratama Cimahi 0 1 10 79 21 111
12 | KPP Pratama Purwakarta 0 1 10 61 15 87
13 | KPP Pratama Soreang 0 1 10 73 20 104
14 | KPP Pratama Majalaya 0 1 9 63 12 85
15 | KPP Pratama Sukabumi 0 1 10 85 22 118
16 | KP2KP Pelabuhan Ratu 0 0 1 3 0 4
17 | KPP Pratama Sumedang 0 1 9 56 12 78
18 | KPP Pratama Tasikmalaya 0 1 10 74 14 99
19 | KPP Pratama Garut 0 1 10 68 12 91
JUMLAH 1 21 179 1215 349 1765

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |

Tahun 2024
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KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

msD

= SLTP

mSLTA
D1

m D3

m D4/s1

ms2

ms3

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

i o sl ) )

Kanwil DJP Jawa Barat |

1 0 2
2 KPP Madya Bandung 0 0 4 11 0 17 54 27 0 113
‘ 3 KPP Madya Dua Bandung 0 0 2 14 0 19 40 29 0 104
4 KPP Pratama Bandung Bojonagara 0 0 3 17 0 8 57 14 1 100
| 5 KPP Pratama Bandung Cibeunying 0 0 0 15 0 14 55 15 0 99
6 KPP Pratama Bandung Cicadas 0 0 6 15 0 10 53 17 0 101
I 7 KPP Pratama Bandung Tegallega 0 0 5 19 0 19 56 14 0 113
8 KPP Pratama Ciamis 0 0 2 20 0 22 47 9 0 100
‘ 9  KP2KP Banjar 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4
10 KPP Pratama Cianjur 0 0 6 23 0 16 37 13 0 95
‘ 11 KPP Pratama Cimahi 0 0 5 19 0 19 53 15 0 111
12 KPP Pratama Purwakarta 0 0 6 12 0 13 45 11 0 87
‘ 13 KPP Pratama Soreang 0 0 3 15 0 16 60 10 0 104
14 KPP Pratama Majalaya 0 0 5 17 0 16 38 9 0 85
‘ 15 KPP Pratama Sukabumi 0 0 1 27 0 23 54 16 1 122
16 KP2KP Pelabuhan Ratu 0 0 1 2 0 0 1 0 4
‘ 17 KPP Pratama Sumedang 0 0 4 19 0 14 30 11 0 78
18 KPP Pratama Tasikmalaya 0 0 3 22 0 16 47 10 1 99
‘ 19 KPP Pratama Garut 1 0 5 18 0 17 38 13 0 91
JUMLAH 1 0 68 343 0O 321 809 295 3 1765

Tabel 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat | Tahun 2024
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1.2.  Penerapan prinsip Good Governance yang semakin baik

1.3. Tersedianya data dan informasi

Sistem Informasi DJP (SI DJP), Sistem informasi dan teknologi lainnya

seperti jaringan internet.

1.4. Hubungan dengan Pemerintah Daerah yang semakin baik

1.5. Sarana dan Prasarana;
A. Gedung

a.

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | menempati Gedung Keuangan
Negara, Gedung G, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

KPP Madya Bandung menempati Gedung Keuangan Negara,
Gedung K, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

KPP Madya Dua Bandung, menempati di Jalan Ibrahim Adijie
Nomor 372, Bandung.

KPP Pratama Bandung Bojonagara menempati gedung di Jalan
Terusan Prof. Dr. Sutami No. 2, Bandung.

KPP Pratama Bandung Cibeunying menempati gedung di Jalan
Purnawarman Nomor 21, Bandung.

KPP Pratama Bandung Cicadas menempati gedung di Jalan
Soekarno-Hatta Nomor 781, Bandung.

KPP Pratama Bandung Tegallega menempati gedung di Jalan
Soekarno-Hatta Nomor 216, Bandung.

KPP Pratama Ciamis menempati gedung di Jalan H. Soejoed,
Ciamis.

KPP Pratama Cianjur menempati gedung di Jalan JI. Arif
Rahman Hakim No.55, Solokpandan, Kec. Cianjur, Kabupaten
Cianjur.

KPP Pratama Cimahi menempati gedung di Jalan Jend. H. Amir
Machmud Nomor 574, Cimahi.

KPP Pratama Purwakarta menempati gedung di Jalan Raya
Ciganea Nomor 1, Bunder, Purwakarta.

KPP Pratama Soreang menempati gedung di Jalan Raya
Cimereme Nomor 205, Ngamprah, Kab. Bandung Barat.

KPP Pratama Majalaya menempati gedung di Jalan Peta Nomor

7, Bandung.
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KPP Pratama Sukabumi menempati gedung di Jalan RE.
Martadinata Nomor 1, Sukabumi.

KPP Pratama Sumedang menempati gedung di Jl. Kolonel
Ahmad Syam Jalan No0.69A, Sayang, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang

KPP Pratama Tasikmalaya menempati gedung di Jalan Sutisna
Senjaya Nomor 154, Tasikmalaya.

KPP Pratama Garut menempati gedung di Jalan Pembangunan
Nomor 224, Garut.

KP2KP Banjar menempati gedung di Jalan Dalem Kaum No.1
Banjar.

KP2KP Pelabuhan Ratu menempati gedung di Jalan
Bhayangkara Km. 1, Pelabuhan Ratu.

B. Kendaraan, mebel, ATK dan lain-lain yang jumlahnya sudah mencukupi

untuk mendukung operasional kantor.

1.6. Adanya peraturan perpajakan

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh adalah adanya peraturan

perpajakan yang bersifat kondusif sehingga dapat mencakup seluruh

kegiatan seiring dengan perkembangan dunia usaha.

2. Kelemahan (Weakness)

1. Penempatan SDM yang belum merata,

2. Masih banyaknya Grey Area dalam peraturan perpajakan,

3. Data Base yang belum memadai,

4. Data yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal,

3. Peluang (Opportunity)

N o o bk~ 0 Dd P

Dana yang besar dalam meningkatkan IT,

Peningkatan kapasitan dan wewenang DJP,

Menggali potensi dari data yang masuk,

Perluasan basis data pajak,

Peran Humas dalam meningkatkan peran aktif masyarakat, dan
Transformasi kelembagaan yang sudah berjalan,

Support data dari pihak ketiga.

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |



PENDAHULUAN BABI

4. Ancaman (Threat)

1. Masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana
perpajakan,

2. Tuntuntan masyarakat dalam pelayanan dan kemudahan
pelaksanaan perpajakan semakin tinggi,

3. Semakin banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan aturan
perpajakan yang grey area,

4. Masih banyaknya Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi
yang sebenarnya, dan

5. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau berhubungan langsung
dengan Kantor Pajak terkait masalah perpajakannya.

E. Sistematika Pelaporan
Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian
Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun sebagai berikut :
Bab|  Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issues) yang sedang dihadapi organisasi
Bab Il  Perencanaan Kinerja
Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra dan
proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar
PK tahun 2024..
Bab Il Akuntabilitas Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi
pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber
daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,
nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024, maka Kantor
Wilayah DJP Jawa Barat | dalam menyusun visi, misi, dan renstranya mengacu pada
renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat
Jenderal Pajak.

A. Rencana Strategis
1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020
tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2020 - 2024, Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan

Berkeadilan .

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan
negara memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi
mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh
stakeholder. DJP mendapatkan kepercayaan tinggi menyelenggarakan
administrasi perpajakan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan
dengan itu, harapan pemangku kepentingan internal dan eksternal adalah dengan

terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan
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yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang
berintegritas dijalankan dengan pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan
yang berkeadilan bagi wajib pajak berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat
kepatuhan (Compliance Risk Management), perlakuan adil dalam mendapatkan
kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya transparansi hak dan kewajiban
wajib pajak. Sementara itu, penyelenggaraan administrasi perpajakan yang
berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan transparansi pengelolaan
sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan kinerja) maupun

penegakan aturan kepegawaian yang konsisten.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan:
menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat
pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan
penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis
digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi. Misi
Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan

ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan
hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi”.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan
pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang
selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang
efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu,
penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas
diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek

dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi,
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proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional,
dan bermotivasi.

3. Nilai-Nilai Kemenkeu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak,

berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

. Integritas — berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan
benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

° Profesionalisme — bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

° Sinergi — membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan
berkualitas.

o Pelayanan — memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat,
akurat dan aman.

° Kesempurnaan — senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala

bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan
sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Adapun tujuan dari Kantor
Wilayah DJP Jawa Barat | adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan
diantara unit-unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP untuk pencapaian

penerimaan pajak yang ditetapkan.

5. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian di atas Kantor Wilayah

DJP Jawa Barat | mempunyai sasaran strategis yaitu:

1. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
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Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif
Pengawasan pembayaran masa yang efektif

4
5
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif

8. Penanganan upaya hukum yang efektif

9. Data dan Informasi yang berkualitas

10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

11. Pengelolaan keuangan yang Akuntabel

6. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan 11 (sebelas)
kebijakan (Sasaran Strategis) yaitu :
A. Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efekiif
Pengawasan pembayaran masa yang efektif
Penguijian kepatuhan material yang efektif
Penegakan hukum yang efektif

I OTmMmMUOW

Penanganan upaya hukum yang efektif

Data dan Informasi yang berkualitas

“

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
K.  Pengelolaan keuangan yang akuntabel

7. Program Kerja
Kebijakan (Sasaran Strategis) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | tersebut
dijabarkan dalam Indeks Kinerja Utama sebagai berikut:
A. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas
B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM)
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J.

2. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)
Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif
1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan
edukasi dan penyuluhan
2. Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan
kehumasan
Pengawasan pembayaran masa yang efektif
1. Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengujian kepatuhan material yang efektif
1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan
2. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP
tepat waktu

. Penegakan hukum yang efektif

1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
2. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi
Penanganan upaya hukum yang efektif
1. Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu
2. Persentase penanganan upaya hukum yang efektif
Data dan informasi yang berkualitas
1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
dan penyediaan data potensi perpajakan
2. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
1. Tingkat Kualitas Kompetensi SDM
2. Indeks Penilaian Integritas Unit
3. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan

Manajemen Risiko

K. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

1. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
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Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI.
Dalam pembuatan Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan IKU/IKI KPDJP
mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJM, araham Menteri, dan juga masukan dari
Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun

Perbaikan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 — 2024,
capaian pembangunan 2015 — 2019, dan tantangan perekonomian 2020 — 2024
maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020—2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi
tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.
RPJMN tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh)
agenda pembangunan.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP
adalah “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan”. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung
strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN
2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara
nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis
penerimaan pajak nasional

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration
system).
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem

administrasi perpajakan yang terintegrasi.
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B. Penetapan Kinerja

Untuk dapat merealisasikan program-program tersebut di atas, ditetapkan
Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
L | N W
A— KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
NOMOR: PK3YP SARAt1
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK JAWA BARAT | KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT 1
DIREKTORAT [ENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024
ubpisf
Boegistan
Persentase | Prodisksi o Analisa dba ivtemal dan H [
prodisksi | Lapoesn Hasil whsternal maelibatian lintas Seplenber 2124
Laporan | Amalisis {LHA) Dricdaryg meelalisi join analisis
Hasdl data perpaiakan dan hasil PKS dengan
Asalisis dan ponyediasn pemda
(LHA) data | data potensi Porieaatan L1TA clah Tarman = d T3, PET.
|'\-|'rp.|iul..u'| [h-:pqul..u‘u |||,|_‘|‘,|'||I I3 FEF, FPIP, dan !'ﬂ'pll.'llll\'l 24 FFIF, dan
dan KBP KHF

porvadisan Pemantauan pesyel csaian Jamari 5.4 DF3, PEF,
data polensi tirdak Largust LHA dan Soplembar 2124 PFIF, dan
prpajakan penicairan polensi pajak KBFP

Kipala Kamtor Wilayah Dieekioeal [enderal Pajak [awa Barat 1,

Exva Sulistyowali

»
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KEMENTERIAN KELUTANMGAN

BAEARAN KINER. A PEGAWAL

FPENDEKATAN HASIL KERIA KUANTITATIF
HAGI PERIABAT PIMPINAN TINGG] DAN PIMFINAN UNIT KEFJA MANDIR]

FERIME PENILALAN:

1 Jamuan s4d. 31 Desember Tatuan 2024

PEGAWAL YANG DIONILAL

PEJABAT PENILA] KINER.IA

NARIA Erna Sullstyowar NAMA [Furyo Uicens

NIF 189660215 199303 2 001 NIP 1 Uy TRl 1 S L WD 1
PAMCGGEAT FPembing Utama Madya § vid PAMGEAT Pembing Ttemss, IV)'e
GOL RLIANCE CGOHL. RLLANCE

JABATAN fiepala Kantor Wilayah Direkorat JABATAN [Direkrur Jenderal Pajak

UNIT KER.JA

amra Barac I

Jenderal Pajak Jawan Barat |
Fantor Wilayah Dirckiorat Jenderal

UNIT KEF.IA

[Dircktorar Jenderal Pajak

HO |  BEENCANSA HASIL KERLIA | ENISEATOER BN ES 1A INOIVITNT | TARGET | PERSPERTIE
[ETHl 121 [ 3) 4] i5}
A, UTABA
1. | Penerimaan negara darl sektor | Persentase realisasi penernmaan pajak 100% Penerima Layanan
pajak yang optimal
[Perugasan dari Direlchar Indeks realisasi pertombuhan 1040 Penerima Layanan
Jenderal Pajal) peneTimann pajak bratn dan desiasi
proyeksi perencanaan kas
2. | Eepatuhan tabhun berjalamn Persentase realisasi penenmaan pajak 100% Penenma Layanan
VAIRE tingg dar kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa [FEM)|
%
[Pemugasan dan Direlcur Persentase capatan tnghkat kepanohan 100 %% Penenma Layanan
Jenderal Pajak) penyampaian SPT Tabunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi
3. | Eepatuhan tahun sebelumnya | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Lavanan
VRTEE tings dan kegiatan Pengujian Kepatubhan
[Penugasan dark Direloar Material [PEM)
Jenderal Pajak)
4. | Edukasi, pelayanan, dan Persentase perubahan perilabn lapos Ta% Proses Bisnis
kehumasan vang «fektif dan bayar atas kegiatan sdukasi dan
[Pemugasan dan Direlcur penyulbahan
Jenderal Pajak) -
Indeks Kepuasan Pelayanan, 1% Proses Hianis
Efelivitas Penyuluhan dan
Kehumasan
R Pengawasan pembayvaran masa | Persentase Pengawasan Pembayaran TR Proses Bisnis
vang efekuil Masa
IPemugasan dark Direloar
Jenderal Pajak)
6. | Pengujian kepatahan material | Persentase penyelssaian permintaan 100% Proses Hisnis
yang efekmil penjelasan atas data dan fatau
[Penugasan dark Direloar keterangan
Jenderal Pajak)
Efektivitas Pengelolaan Komize 100% Proses Bisnis
HKepanuhan Wajib Pajak Kanwil DJP
tepat wakiu

LAKIN TA 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat |
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7. | Peneegakan bubknm yang efelend | Tinghat Efelktiviias Pemenbsasn dan 100 %% Proses Hesnds
[Perugasan darl Direlcour Penilaian
Jenderal Pajal)
Tinghkat Efckrtivitas Penegakan T Proses Bisnis
Hukum, Penagihan dan Kolaborasi
a. Penanganan upayas hokom Persentase penyel=samn keberatan A S Proses Hesnis
yang efeloil dan non keberatan tepar wakoo
[Pemugasan darl Direlctur _
Jenderal Pajak) Pers:nr.as:_pemngman upaya hukum = Proses Bismis
wvang efekrif
9. | Data dan informas: yang Persentase produbsi Laporan Hass 100 %% Proses Hesnds
berkualitas Analisis [LHA] data perpajakan dan
[Pemugasan dar Direktur penyediaan data potensi perpajakan
Jenderal Pajak)
Persentase penghimpunan data 55% Proses Hisnis
regianal dari ILAP
1{. | Pengelolaan Organisasi dan Tinghkat kualitas kompetensi S0k Sy Penguatan Intermal
5D yang adapeif atau AngEaran
[Permgasan darl Direlctur
Jenderal Pajalk) Indeks Penilaian Integritas Unit 100 Penguatan Internal
atan Anggaran
Indeks efekivitas implementasi 2T Penguatan Internal
manajemen kinerja dan manajemen atau AngEaran
risiko
11. | Pengelolaan kruangan vang Indeks kinerja lualitas pelaksanaan 1040 Penguatan Intermal
akunsabed AngEArar atan AngEaTarn

.

[Femugasan dari Direlcar
Jenderal Pajak)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KER.IA

1 Berorsentasi pelayanan

Memahami dan memenuhd  kebutnhan | Ekspektasi Khusus Prmpinan:

masyarakat

FRamah, cekatan, sclutif dan  dapat | Memberkan pelayanan sesuai dengan  kebutuhan

diandallkam kepada  selurubh pemangku  kepentingan tanpa

Melakukan perbaikan tiada henti membeda-bedalan, bertindalk berdasarkan
kompetensi dirt, dan senantiasa melalukan perbailcan
dalam rangks menmpgkatlcan muoio pelayanan.

2 Alounitabel
Melaksanakan  tugas dengan  jujur, | Ekspektasi Khusus Pimpinan:

bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan

berimtegritas tinggi

Menggunakan kekayaan dan bamang malik
negara secara bertanggung jawab, efelotid,
dan efissen_

Tidak menyalahgunakan — |kewenangan

jabatmn

Menjunjung dan memntaati nilai-nilai kebenaran dalam
berbagai srasi, penuh tanggung jawab serta berani
menyuarakan kebenaran guna menjaga nama beaik
institusi dan negara.

Kompetemn

Meninglkatkan kompetensi  difi wntk
menjawab tantangan yang selalu berubah
Membantu orang lain belajar

Elmpektasi Khusus Pimpinan:

Berdedikasi uniuk senantinsa bekerja sesuai tugas dan
tangrung jawab. mengoptimalkan kompetensi vang

.
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PERILAKL KERIA

- Melaksanakan tugas dengan kualnas
terbaik

dimilila, serta bekerja secara efektf dan efisien dengan
temus-menerus  melakukan wpaya pengembangan
kompetensa dird.

E] Harmaonis

-Menghangai setiap omang apapun  latar
bedakan gy

- Buka menolong arang kain

- Membangun linglungan lkerja yang

Elspekiasi Khusus Prmpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun
kefasama untuk mencapai hasil kerja vang terbaik

komdusif bedandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadagp
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban
5 | Layal

-Memegang teguh  ideclogi | Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945, setin pada Negarn
Kesatuan Republik Indonesia serta
pemeriniahan yang sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,
Instansi, dan N

- Menjaga mhasia jabatan dan negara

Elspektasi Khusus Pimpinan:

Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam
berbagmi sruasi, peouh tanggung jawab serta berani
menyuarakan kebrnaran guna menjagan nama  baik
institusi dan negara.

& | Adaptt

-Cepat menyesumaikan dini | menghadapi
perubahan

-Terus  berinovasi dan mengembangkan
kreativitas

- Bertindak proaktsdf

Elsprktasi Khusus Prmpinan:

Melakukan penimjauan pekerjpan  dan  menerima
masukan dalam upaya peningkatan koualitas kerja,
serta proaktf mencari peluang perbaikan dengan
memanfaatkan informasi terkini

%

PERILAKL KERIA

T Kolaboratif

-Membern kesempatan kepada berbagai pthak
untuk berkontribusi

-Terbuka dalam bekerja sama wntuk
menghasilkan nilai tambah

-Menggerakkan pemanfaatan berbagai
sumberdaya untuk tujuan bersama

Elzpektasi Khusns Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangon
kegasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
bedandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.

Pegawal yarg Dindlal,

Erma Sulistyowali
19560 15 199 0032001

31 Janisari 24
Pejabar Pendlal Kinerja,

S Ukonmus
TEGGEI6 1953101001

%
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KEMENTERIAN KELUANGARN

LAMFIRAN SASARAN KINERIA FEGAWAL

DUKURGAN SUMBER DAYA

FPERMIDE PENILAIAN: 1 Jamuaar s.d. 31 Desember Tahun 2024

159 pegawal

)

Pegaial membutufdoan peralaten kerka andara bain kamputery laptop, alat mlis, dan la

SEEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. | Hasd kerjo diaporcan seoant e lone
Target
Emt.1 Q3 sdQ3a Q4
1 | Persentase realisasl penenimann pajak A 45% 45% TR 0% s | 1%
Indelcs reallaash permumbunan penermaan
2 | pajak bruce dan deviasl proyeksl perencanagn 100 | 100 103 | 100 100 o0 | 100
kaa
3 Perseniase realisasl penerimann pajak dar FL 45%: 45%: T T 100% LN
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Perseniase capakan tngkat kepatuhan
4 | penyvampatan SPT Tahunan PPh Wajlb Pajak LG 0% 0% B 0 1005 filn s
Badan dan Omag Pritindd
5 |Persentasc realisasl PEILETILANL pajak -.I.a-.':_ v | mow —_— — [ P p—
keglatan Pengujian Keparuban Material [PEM)
Persentase perubahan perilakn lapor dan bayar . ) ) ) ] i e
6 | tas kegiatan edukasi dan penyubuhan o | e | oaom | eoe | e | vats | Tam
%
o | Imdeks Kepuasan Pelayaman, Efeknivitas e . i . . i
T | pervshs Kehumasan 5% 5% 1% 15% BE% LT
8 | Persentase Pengawsdan Pemboyvaran Mass DO S S N D0 DO a0
9 Prracninac peoy — pexjclosan 100 | 1DO% 100% | 100% L0 100% L%
atns data dan fammg keteTangan
Efekrivitas Pengelolaan Komite Kepathan - § § § ) - i
1] Wit Pajak Eanwil DJP tepaz waktu 100% | 10O 100% | 100% | L0 100% | L%
11 | Tinghkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100% | 100% 100% | 100% | L% 100% | L%
Tingkat Efektivitas Penegalan Hulowm,
: B G | 40 AT 2 I
13 Penagihon dan Kolabarasd am s s i ail o a
13 Prracntaac peoy lecheratan dan non B, 5% | B, 5" B56.5% | BL.5% | BOL, 5N | BG,5BW | BO,5%
keheratan tepat waki
14 | PETaemase penanganan upaya hulam yang 6% | bam | ean | eaw | eaw | eEw | e
ekl
Persentase produkst Laporan Hasil Analisis
15 | (LHA) data perpajakan dan penyediaan data i | sow | som | soee | om0 | 100% | loow
potensi perpajakan
16 | Persentase pengawasan pembayanan masa 10% | 25% 5% A0 40 55% | 55%
17 | Tingkat loalitas kompetensd SOM 15 45 45 ] 5 L aa
o
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18 | Imdebs Peniladan Integritas Unie Lom i)
Iesdeles efekrivitas lmplementasl manejemnen . - _ - -

1% - 3 a7 a7 70 T ) a0
kinerja dan manajemen risiko

) | Indeds Winera ualiths pelaksanaan angganan Lom 100} 13 10s¥ 100 LoD o0

NSEEKLFENST

Apabiia target kKnenae tercapal maka diberikan penghangaean sesual Ketentuan yang berlaku.

Apabiia tanget knege tdak ereapal maka dibenikan pembinaan dan’ atou sanks) sesweal keterdhan
Lpang beriake

3 Janisaei 024
Pegawal yang Dinilal, Pejabar Pendlal Kinerja,

Erta Sulistyowali Suryo Uboms
196003 151 99032001 1S E26 1953101001

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 2024

% %
Capaian Capaian

Tahun Tahun

Indikator Kinerja IKU Target Realisasi

Persentase realisasi penerimaan pajak

1b-N

Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi 100

proyeksi perencanaan kas

2a-CP

Persentase realisasi penerimaan pajak
dari kegiatan Pengawasan 100%

Pembayaran Masa (PPM)

2b-CP

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib | 100%
Pajak Badan dan Orang Pribadi

97.73%

3a-CP

Persentase realisasi penerimaan pajak
dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan 100%

Material (PKM)

4a-CP

Persentase perubahan perilaku lapor
dan bayar atas kegiatan edukasi dan 74%

penyuluhan

4b-N

Indeks kepuasan pelayanan,
efektivitas penyuluhan dan 100%

kehumasan

5a-CP

Persentase pengawasan pembayaran
90%
masa

LAKIN TA 2024 KANWIL DJP JAWA BARAT |



% %

Capaian Capaian

Indikator Kinerja IKU Target Realisasi
Tahun Tahun

2024 2023
Persentase penyelesaian permintaan
6a-CP | penjelasan atas data dan/atau 100%

keterangan

Efektivitas Pengelolaan Komite

6b-N | Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 100%
tepat waktu
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan

7a-CP 100%
penilaian

Tingkat Efektivitas Penegakan
7b-CP 90%
Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

Persentase penyelesaian keberatan dan
8a-CP 86.5%
non-keberatan tepat waktu

Persentase penanganan upaya hukum
8b-N p g pay 63%
yang efektif

Persentase produksi Laporan Hasil
9a-N | Analisis (LHA) data perpajakan dan 100%

penyediaan data potensi perpajakan

Persentase penghimpunan data

9b-N 55%
regional dari ILAP

10a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 90

10b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit 100

Indeks Efektivitas Implementasi
10c-N | Manajemen Kinerja dan Manajemen 90

Risiko
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% %

Capaian Capaian

Indikator Kinerja IKU

Target Realisasi
Tahun Tahun

2024 2023

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan

anggaran

Tabel 5. Capaian Kinerja Kanwil Tahun 2024

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas Tahun 2023 Kantor Wilayah DJP Jawa
Barat | mendapatkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan indeks capaian
sebesar 108.02% sementara Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Barat | mendapatkan

capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan indeks capaian sebesar 110.26%.
Mengalami peningkatan sebesar 2.24% dibandingkan dengan tahun lalu.

Pencapaian NKO di Kanwil DJP Jawa Barat | tidak lepas dari pencapaian Unit Kerja

di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Berikut tabel pencapaian NKO yang di peroleh Unit
Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I:

CAPAIAN NKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT |
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

KPP PRATAMA ClAMIS

105.38
KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

106.04
KPP PRATAMA CIANJUR

106.34
KPP PRATAMA MAJALAYA

KPP PRATAMA SUKABUMI

109.21
KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

1095
KPP MADYA BANDUNG

109.86
KANWIL DJP JAWA BARAT |

11026

Tabel 6. Capaian NKO di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat |
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Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat | dalam
rangka pencapaian target kinerja:
la-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antaratarget awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.| Q3 s.d Q3 Q4 Y 2024
Target 23% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi | 22.44% | 47.88% | 47.88% | 67.24% | 67.24% ‘
Capaian
(Max 97.57% | 95.76% | 95.76% | 89.65% | 89.65%
120)

e Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan
Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta
efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

e Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah
Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang
asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target
penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-
undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil

DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan

LAKIN TA 2024 KANWIL DJP JAWA BARAT |
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Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di
KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru.

¢ FormulalKU

Realisasi penerimaan pajak

x 100%
Target penerimaan pajak

e Realisasi IKU

PENERIMAAN TAHUN BERJALAN PENERIMAAN TAHUN LALU PERTUMBUHAN
KANWILIKPP TARGET
PBK KIRIM  PBK TERIMA BRUTO SPMKP BRUTO NETTO BRUTO NETTO

1 0 [ 0 0 o 0 0 [ [ 0 0 0 00 100
2 PBATAMASUKARLM 1718,343407.000  780,075842,137 0 232028486  -386407298]  AJBSIEAQTR  BO309043978  WMSVI363051 788537681327 B4.FMODSSIB  BS0,361340157 s 082 2125
3 PRATAMAPURWAKARTA 1143445295000 625,661570,325 0 21309501783 SIE36365  BO0B302IZ8  B472019684TI 22409968097 24792120274 109333604002 691.430,390.727 213 1944 129
4 ERATAMATASKMALAYA B08423 416,000 502354281765 0 3BB4SMET3  IASKOSAANG AR SI5IEIIMIS BOSOA44228 51808839305 44341595030 44240531350 BADB 13.33 .07
5 PBATAMACIMAH 1770,533.467,000 1.232,209,045, 036 0 6006G0NSS2  -B5948397427  I3SOE0G048 1289539327209 4Z04T203126 1247552124083 1082364695620 1052398335049 7046 19.08 854
6  ERATAMARSMOUNGROUOMAGARA 1504562215000 1715233373446 0 TSS0A0A0SS SRR SSINNE  [ITS039RERR  127S239ATTI86 V262986409 12ST.87A3087T 10EIRTETIT 107099194360 kil 17.35 1746
7 EBATAMAGARIT BBT.676,621.000 444230145, 204 0 W212197280  3AAAE0ZNE  4IGEGIANS  4SGA0TSPA085  WMSIZOTSSE 444275 244469 351313089278 385.476.569.958 64.61 17.25 525
8  DRATAMABSMOUNGTEGALLEGA 3088521701000 1869763651160 0 180543369800 -SSEST2I06T  JRIAASAL 053230625676 88872018850  1964.359 806826 1760,952,346,781  1629,691,265.273 636 29 2054
9 PBATAMASOREANG 1408.451523.000 954,730,644, 317 0 3240433850  -BSRISOIMA  P2/STSAPRY  GATES3736509 43862522626  S43STETIGEGS BSITEETBTTS  B3ISSISTBIEZ  BTOZ . 244
w0 ERATAMA BANDUNG CIBEUNYING 3795,630,852,000 2,397.404,762,451 0 170550553405 20335066061 2170408865 2565664275720 2TAMATII2T 2541052407533 2318334531123 2,303,244,266.251 E7.68 0.86 032
. PRATAMACIAMS B2B657.970,000 303335802 653 0 TLRMLBIZN ANPMEE  3EAPITIAER  GIGETBOBE4E  BOVESBA28E  ATRTSAINNIES J505EE014848  3ZBEIBAMAE] BOZE 10.36 B0
2 MADYABANDUNG 8TWSEE0000 6891473302026 3052025149 4599743002 -WOINSET  JI0S2ITRT  BIETA0SSSOEI  GIGATE269.861 970929286775 637280308733 GEI6I0FEIS0  EBSZ 934 631
B MADYADUARAMOUNG NA4ZIB 0000 797373096820 7218559591 B7963437207  -JOITIIWAIE  INIMABES03  BMMILTIE0IZIS  ESISOIDETEE  7.3967B54TZATA 7378375029204 B.371777.689.250 8221 an £03
1 PBATAMACIANILR 554,795,396.000 396,645,666, 792 0 6072857488  -022B169587 3645251674 ELI3TE0GIST 1241253484 351896352873 332069344560 325373261384 6343 205 a1
5 PRATAMABANDUNGCIADAS 1BLATEE1.000 845,134 555,064 0 BEOS4D4330 -OSIASA0PZ  LLARATIAP]  LOSSETETIE  ASOBI2MEEE  345.497435.207 354BITEEEES  BMTRAMEIM 5628 803 578
6 PRATAMASUMEDANG 478477049000 328,170,135,847 0 45096856714 24006408 2269367770 37362293383 25279785325 47902506056 399967096659 303,196,880.787 2n 67 U4
7 ERATAMAMAJALAYA 757308328000 454,072,800 276 0 214434%50dd 325725743 ZAMPEAATIS  47S3G0904285 1243005331 463504895355 53372339353 5A7.390.405.333 BB a0 2108

dumlah 99,244,299783,000 27,308536,60.41  37TIEAMOET  1IMSI9INI0 227779886570  236843,745,760  28466,850.750,0% 2090.725.007 441 26,386,135, 742577 E5TIATEIBS00 2409095004690 ET.24 1089 253

PENERIMAAN TAHUN BERJALAN PENERIMAAN TAHUN LALU PERTUMBUHAN
IARGET PBK KIRIM  PBK TERIMA BRUTO BRUTO NETTO BRUTO NETTO

1 EBATAMABANDUNGKAREES 0 [ 0 0 o 0 0 [ [ 0 0 0 m 100
2 ERATAMASUKARLN 1118,343407.000  730.075642,137 0 232028485  -3ARQOTRSA  ATESISADTR  GO3I0G043TE WSTI36R0SI  TSE5ITEELT B4, FIODGS3R 650361340157 WS 2082 2125
3 PRATAMAPURWAKARTA 1143445295000 625,661570.325 0 71308501783 SY3BEIRS  BODAANZIZH  B47201568471 22409868197 24792120274 703333604102 651430330727 21 13,44 129
4 ERATAMATASKMALAYA 808423416000 502:854,261,765 0 B/B4SHETI  AGROSEAN AWM SI55533MT51 BOS0444228  517.808889.923 44341596030 442405315350 6406 1933 .07
5 PBATAMACIMAH 1770,533.467.000 1232.203 045 036 0 60BEONSS2 -EMAIAT4PT  BEOAANR 1789539377203  4ZO4T203026 1247552124063 1082964 635620 1052.398.335.449 7046 13.08 1854
& PRATAMABANDUNG BOJONACARS  1.604.562,215,000 1,152,334,373 446 0 TSS4060305 0366393098 (1790393863 127523951206 17262986409 1257376630877 T0BLRTETI M 10709913436 B4 7.5 17.46
7 EBATAMAGARIT BBT.6T6,621000 444230145, 204 0 421297280  BEMAE0ZNG  4IEEGIANS  4SGE07Z4085  WMSILOTSE6  44d.75 244469 351313089278 385.476.569.958 64.61 17.25 525
8  PRATAMABAMOUNGTEGALLEGA  3,088521701000 1869763651160 0 160643369800 -BSEST2T0ST  IBIEASILITI 2053230625676 BBATZOMES0  1969.359 906,826 1760,952, 346,781 1629,691265.273 636 529 2054
9 PBATAMASDREANG 1408,451523,000  954,730644,317 0 3240433850  -BSEISOINA  Z22STSRQRY 987859238303 43892502826 B43376TISEEE SS37TEE787TS  83ITEISTBAZ BLOZ ua 244
0 PEATAMABAMDUNGCEEUNYING 3755630852000 2,397,404,762,491 0 170550553405 0995066061 ZLIO4MGERS  2SEGEEAZFETZ0 ZTEMETIZT 2541052407593 23699463129 2303244,266251  BT6E 10.86 032
11 PRATAMACIAMS 628,657,970,000  309,335,802.653 0 TLRMLEIZN AMPMEIPE  ANPITIMR  GSGATH0SS3 BOTASB428E  ITRTISIISS IE0SSS4AE  3Z6SISANME BD2E 10.36 w0
12 MACYABANDUNG 87USEE0000 691473302026 3052051496 459902 -MONNGEIT  JI0SZITAPF  BIETA0SSSOETIE  GIGATE2698E1 S.9V0.929.286775 G3TZENI0E7I3  GEIEI0FEIS0  BBSZ 934 63
3 MACYADUA BAMOUNG 0AZABION00 TITITRO6E0  T2BSSISH BTN IONSTIMEAME  INIMAAES0R  BMMIETAE0IZIS  ESIS0NZETSE 7396185472473 TATEIE029204  BITLTYI.EESZS0 6821 an 603
1 PBATAMACIANIE 554,735.346.000 346,545,666, 782 0 16072857488 -¢27BRISAT  3A4SPSIRT4  GBLIGT60BSST 10241253484 351896352873 332083344560 32537561384 6343 305 815
5 PRATAMABAMDUNGCIADAS 1581375612000 845,134 558,064 0 8605404330 -OSEIAS0PZ  LLAATIEART  LOIMSSATETIE ASORI2MSEE 945497498207 954463556669 BMTRAMESIM 5629 808 578
16 PRATAMASUMEDANG 478477049000 328170135847 0 45TBE856TM4  -ZdMORRANG  Z26SORTIIO  G7IIGRZ93583 25279985325 347.902508056 399.967.036659  303.196.860.767 72 67 U
m ERATAMAMAJAL AYA 757,908,328,000  454,072,600,276 0 21443435044 2207720749 1692334710 475,350,904,285 12,436,005,331 463514,898,355 593,723,398,353 587.390,405.333 [N 1984 2109

dumlah 33.244.293B3000 273085368841  37.73E8MOBT 1585130 227779886570 236.843.745.760 78466 85675000 2080725007441 26386135 142577 Z5FEBTEIE500 2409095004690 7.4 1063 983
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= REVENUE MANAGEMENT = °
e Realisasi 5.d. 03 Oktober 2024 12:16:14 26.386.240.608.401 = ;e”;l;n Pla S i
" 1. PPM 24.780.491.885.791 2). Pemeriksaan 0
il a. PPM Bruto 26.861.214.893.232 3). Penegakan Hukum 0
B Kertas ke b. SPMKP 2.080.723.007.441 4). Penagihan 0
1% Under/ rkiraar 2 PKM 1.605.748.722.610 b. PKM Wider Rev. Activities 0
® Ginero a. PKM Aktivitas 1.152.940.869.150 1). Edukasi 0
1). Pengawasan 480.971.928.783 2). Pengawasan 0
] G ksaan 332.093.670.201 3). Pemeriksaan 0
O 113.944.991.191 4). Penegakan Hukum 0
b. PKM Wider Rev. Activities 44.103.847.621 Persentase yang akan diterima sebesar 95,32 % dari target 27,68 Triliun
7.679.756.755 1. PPM sebesar 98,29 % dari target 25,21 Triliun 24780.491.885.791
36.174.565.569 2 PKM sebesar 64,95 % dari target 247 Triliun 1.605.748.722.610

3) 249.525.297
F. Selisih Lebih / (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. September 2024 (1.296.705.039.599)
4. 0
1. PPM (430.212.984.209)
c PKA a 408.704.005.839 2. pKM (866.492.055.390)
Capaian Penerimaan 95,32% & Ecukas} 3689756759
o T b. Pengawasan (575.465.178.809)
. P 14.532.314.
Capaian PKM e c. Pemeriksaan (314.532314:502)
- Edukasi 19248 % d. Penegakan Hukum 68.615.157.191
- Pengawasan & PKM Lainnya 6167% & penagien {8T09478029)
- Pemeriksaan 51,38% G. Bahan Baku Tersedia 669.707.310.205
- Penegakan Hukum 25137 %
1. Pengawasan 306,619.503.163
[ow— oraun

APLIKAS| PORTAL BJP

Kinerja Penerimaan

‘AHUN [2024 v'BULAN Januari v\SAMPAHDesembév VUNIT KPP Se-KANWIL v|URUT [P Bruto v | Pert [Total v/ Lihat Data
JOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN
[ oomaiar |
) O T e R T AT T
9 [ 0 0 100

2 PRATAMA SUKABUMI 1123496015000 1,110.890,325,456 0 32434007463 I2SSRENR  LISNI0I L1430 16163291710 1126918981760  43,696,003,013  924,676,488,602 03 11 uw
3 PRATAMA PURWAKARTA 1,138.943,895,000  1,131,562,459,838 0 39765475158  S465489000  LMZIS42N0 1170605600277 31420714561 1135184885716 966723386906  945738,179,106 002 A6 204
4 PRATAMATASIKMALAYA T6343LES6000 738827794533 0 458250460 SIBSIER  S&RI02  TLMIS2406 19165419336 235881345 659,160,673,664 0002 1656 1584
5 PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA 1,820,381492,000 1,681,965,804,179 0 160560511418  -153748112310 22638129457 1849816332743 17885796344 183 9 1590773427448 1579,552550,114 1063 1628 1598
6 PRATAMA CDMAHI 1,754 278,541,000 1,730,311,349,322 0 79292018073 .19320934283 234 55§ 1,806,507,992,023  51,146956,449 1,557,189,391,833 1,497,793,319,788 100.06 1601 1n2
7 PRATAMASOREANG 1,349.997,100,000 1,364.341,156,759 0 4730320402 GUBSIOLM  RETESEE 1412496388550 36036853832 1126563207594 1198471716597 10048 1516 1318
$ PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING  3,529,746,904,000 3,287,302,271,209 0 276066716334 40192 S8RE63  SOSSEETOMI 356503058308 33384946227 3SILESII2081 31S58T8ASATL 3,140,008, 644 0005 1% R4
? PRATAMA CIANJUR 530970,42,000  518,698,918,084 0 26,603,615555 =5.808 605 388 SJS5667009 544649595060 12913493469 36,101,591  486,947,.265,809 100.14 1185 108
SMIEVESAI IGTLISHNS 61443300661 SISO SLEISE 5506315234779 1237347,390800 5266967843579 S502650,643007 7516338473015 1008 ns 10
2,650,880,927,533 0 210957012245 2096547017 23486619773 2924339085424 127668091,839 2796670996585 2616897,389,532 24569659757 0007 1 B8
12 BRATAMA GARUT G812,129000 634396957813 0 1ST2M017T  A170203313  S4EI3IBIE 6576235700 15130962369 KR633385425 595408089573 10005 845 1
13 MADYA DUA BANDUNG $,863,799,873,000 10,528,121274,558 8911814074  83,020,599044 52461897146 82920724985 10,620512,515,515  750,911,887,566 9.865,600.627,945 9,896,965,556,391 9425575406916 100.06 3 471
14 PRATAMABANDUNGCICADAS ~ L4#49,724213,000 1230841326583 0 3190577959 AZMOI4SNNS  A7GI6I65230 1950344528630 9BSIBE6L882 LASLAGSSESSIS 1466210842240 1389,556,392,728 10012 ST 44
5 PRATAMA SUMEDANG 4399000 5343N38,604 0 TLISEI942  AS10846200 3246124  KMI0IMIP  S4SIA0437  SOIE1997  SHIIWASTE 484494439775 10114 39 B
16 PRATAMA CIANGS 531983445000  435935,805,378 0 106,772,028413 5.080062.104 SI04644957 542332416644 9855564925 SI2ATE8S1TI9  S44317,514.440  518,061,605846 100.09 -36 278
17 PRATAMA MAJALAYA 6123260500 €52,787449929 0 34715946324  SISEI9EN  LIIGAISE 6N 1519669898 6727096 TBLIOLESLIS  7LINATIE 10008 195 1281
Jumlsh 36,765051,174000 37,515473,914740 172,182,968,189 1672183087251 329013927393 333,831,589,072 39,364,657,631,859 2,547,623,934,628 36.517,033,697,231 35,589,292,697,037 33,583,947,175,034 0014 06 98

Penerimaan Netto s.d. Triwulan 1V Tahun 2024 sebesar Rp. 36.817.033.697.231
atau 100,14% dari target dan melampuai target trajectory Triwulan 11l 2024 sebesar 100%.
Realisasi Restitusi s.d. tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.547.623.934.628 tumbuh
21,48% (yoy).

Target Penerimaan Kanwil DJP Jawa Barat | tahun 2024 mengalami kenaikan 11,74
% dibanding target penerimaan sebelumnya. Di awal Tahun 2024 Triwulan | penerimanaan
pajak di Kanwil DJP Jawa Barat | mengalami ketidakstabilan dikarenakan dampak Pemilu.
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